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Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui prosedur pemberian 
kredit PNPM Mandiri Perdesaan dalam meningkatkan pendapatan pedagang 
golongan ekonomi lemah di Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen tahun 2008, 
Untuk mengetahui bagaimana pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah 
setelah mendapat bantuan kredit PNPM Mandiri Perdesaan, Untuk mengetahui 
hambatan atau kendala yang dihadapi dalam proses pemberian/ pengajuan kredit 
PNPM Mandiri Perdesaan, Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam 
mengatasi hambatan atau kendala tersebut. 
 Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode 
penelitian deskriptif kualitatif. Strategi penelitian yang digunakan adalah strategi 
tunggal terpancang. Bila ditinjau dari aspek yang diteliti, penelitian ini merupakan 
study kasus (case study). Dalam penelitian ini penentuan sampel dilakukan 
dengan cara purposive sampling. Sumber data yang digunakan adalah informan, 
dokumen dan arsip. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 
dokumentasi, dan observasi. Validitas data dengan trianggulasi sumber atau data. 
Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis model 
interaktif. 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan 
bahwa: (1) Prosedur pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan, meliputi: 
pembentukan kelompok, pencairan dana, pengembalian/ pembayaran angsuran. 
(2) Pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah setelah mendapat kredit 
PNPM Mandiri Perdesaan mengalami peningkatan yang berbeda-beda. (3) 
Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam proses pemberian/ pengajuan kredit 
PNPM Mandiri Perdesaan yaitu sedikit mengalami masalah dalam proposal. 
Sedangkan dalam proses pengajuan kredit yang dilakukan oleh pedagang ada 
yang berpendapat prosesnya cepat tapi ada juga yang mengatakan lama. (4) Upaya 
yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut yaitu para 
pedagang golongan ekonomi lemah tidak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya 
pasrah dan menunggu. Sedangkan untuk jumlah kredit yang cair dan tidak sesuai 
dengan jumlah pengajuan, pengurus UPK berjanji untuk pengajuan kredit 











“ …..... dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar 
sampai batas waktu membayarnya” 
(Q.S Al Baqoroh: 282) 
 
usaha yang tanpa henti adalah kunci membuka gembok potensi diri, bukan 
kekuatan atau kecerdasan 
(Winston Churchiil) 
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A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah negara berkembang yang senantiasa melakukan 
pembangunan di segala bidang. Pembangunan tersebut ditandai dengan 
keberhasilan di berbagai sektor/ bidang, seperti terlihat dari hasil fisik dalam 
bentuk aset-aset pembangunan yang cukup menakjubkan. Namun beberapa aspek 
yang lain diakui masih mengandung kelemahan, baik mengenai pembangunan itu 
sendiri maupun dampak yang ditimbulkan. Pembangunan tersebut pada 
hakekatnya bertujuan agar terciptanya landasan ekonomi yang kuat bagi bangsa 
Indonesia. Berdasarkan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea 4 dimana 
salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum 
maka diharapkan hasil pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual. 
Di era globalisasi sekarang ini dan adanya krisis global yang juga 
melanda bangsa Indonesia titik berat pembangunan nasional lebih ditekankan 
pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan nasional 
dan untuk mengantisipasi dalam menghadapi perkembangan perdagangan bebas 
yang mengarah pada pasar global. Pembangunan ekonomi merupakan suatu 
proses yang diarahkan untuk memperbesar pendapatan perkapita dan 
mempertinggi produktivitas dengan jalan menambah modal, peralatan, dan skill. 
Salah satu masalah yang mendapat perhatian serius dari Pemerintah dewasa ini 
adalah kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari 
tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, kesenjangan 
antarwilayah. Sedangkan persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya 
kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk 
menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang 
berdimensi pemberdayaan.  
Memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi haruslah 
menjadi paradigma baru dalam program pembangunan ekonomi Indonesia secara 
1 
 xviii 
keseluruhan, maka pembangunan perdesaan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari pembangunan nasional. Kurangnya permodalan yang dialami 
sebagian masyarakat miskin khususnya pedagang golongan ekonomi lemah di 
perdesaan sebenarnya tidak semata-mata disebabkan oleh kurang modal tetapi 
sering kali karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam hal mengelola 
modal. Kurangnya modal yang dialami oleh para pedagang tersebut akan 
membatasi ruang gerak aktivitas usahanya. Padahal modal merupakan unsur yang 
essensial dalam mendukung peningkatan taraf hidup yang lebih baik. 
Untuk itu kebutuhan kredit modal khususnya bagi para pedagang 
golongan ekonomi lemah sangatlah mereka butuhkan. Namum sering kali para 
pedagang golongan ekonomi lemah kesulitan dalam memperoleh kredit. Mereka 
bisa saja mengajukan kredit di bank tetapi kebanyakan dari mereka mengalami 
kendala. Salah satunya para pedagang tersebut harus memberikan jaminan kredit 
padahal dari mereka banyak yang tidak mempunyai barang yang cukup berharga 
untuk dijadikan jaminan. Ada juga pihak yang dapat memberikan kredit kepada 
mereka yaitu rentenir. Renternir memberikan kredit tanpa jaminan dan prosesnya 
cepat. Setiap hari para pedagang tersebut bisa mengangsur semampu mereka tanpa 
harus dibatasi berapa jumlah yang harus mereka setor. Namun tanpa mereka 
sadari justru pengembalian beserta bunganya sangat tinggi. Untuk itu Pemerintah 
harus campur tangan membantu mereka dalam memecahkan masalah tersebut. 
Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri No. 414.2/842/PMD tahun 
2002 perihal program pemberdayaan masyarakat dengan transparasi dan 
akuntabilitas publik, Pemerintah membentuk Program Pengembangan Kecamatan 
yang berupaya menanggulangi kemiskinan. Fase pertama PPK (PPK I) dimulai 
pada 1998/ 1999 sampai 2002, fase kedua (PPK II) dimulai pada 2003 dan 
berlangsung hingga 2006, sedang fase ketiga (PPK III) telah dimulai pada awal 
2006. Melihat keberhasilan pelaksanaan program yang mengusung sistem 
pembangunan bottom up planning ini, Pemerintah Pusat bertekad untuk 
melanjutkan upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dalam skala yang 
lebih luas, salah satunya dengan menggunakan skema PPK. 
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Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM 
Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah 
khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu 
program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya 
mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di 
wilayah perdesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya 
peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di 
perdesaan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari 
Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. 
Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan 
pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta 
berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. (Tim Koordinasi 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (TK PNPM 
MP), 2008: 1). 
Adanya PNPM Mandiri Perdesaan ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat bagi para pedagang yang kesulitan modal. PNPM Mandiri Perdesaan 
memberikan bantuan kredit dengan prosedur yang mudah sehingga diharapkan 
mereka dapat memperluas dan meningkatkan usahanya agar memperoleh 
peningkatan pendapatan. Tujuan dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah 
meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di 
perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan 
pengelolaan pembangunan. 
Keberadaan PNPM Mandiri Perdesaan di lingkup kecamatan khususnya 
di Kecamatan Plupuh diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pedagang 
golongan ekonomi lemah dalam usahanya mengatasi kesulitan permodalan dan 
upaya meningkatkan pendapatan dengan memberikan kemudahan-kemudahan 
untuk mendapatkan modal usaha dalam bentuk kredit, sehingga diharapkan 
mereka dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. 
Pemerintah berharap masyarakat golongan ini mampu meningkatkan taraf hidup 
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mereka sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan kesejahteraan 
hidup yang lebih baik juga dapat mereka raih.  
Kecamatan Plupuh melaksanakan program ini di 16 desa. Dana yang 
dikucurkan tersebut langsung dibagikan oleh UPK melalui TPK di desa masing-
masing. Adapun realisasi penyaluran dana untuk kegiatan UPK sampai dengan 
bulan Desember 2008 telah tersalurkan 81,25 % ke TPK desa. Sisanya 18,75 % 
diberikan ke TPK desa setelah perguliran. Perkembangan Simpan Pinjam 
Perempuan (SPP) UPK di Kecamatan Plupuh s/d Desember telah dialokasikan 
dan terealisasi sebesar Rp. 474.990.000,00. Penggunaan dana untuk Sarana dan 
Prasarana s/d Desember telah dialokasikan sebesar Rp. 1.148.612.700,00 dan baru 
terealisasi sebesar 1.143.346.950,00. Untuk Pendidikan s/d Desember telah 
dialokasikan dan terealisasi sebesar Rp. 86.433.000,00. Untuk Operasonal TPK 
s/d Desember telah dialokasikan sebesar Rp. 53.963.550,00 dan dan baru 
terealisasi sebesar Rp.53.933.550,00. Untuk Operasional UPK s/d Desember telah 
dialokasikan sebesar Rp. 36.000.750,00 dan baru terealisasi sebesar Rp. 
36.000.350,00 (Sumber: Laporan Bulanan UPK bulan Desember 2008). 
Adanya bantuan kredit ini para pedagang golongan ekonomi lemah 
sangat terbantu dalam mengembangkan dan meningkatkan usahanya. Atas dasar 
latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 
dengan judul:  
“Implementasi Pemberian Kredit Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan  dalam Meningkatkan Pendapatan 
Pedagang Golongan Ekonomi Lemah di Kecamatan Plupuh Kabupaten 









B. Perumusan Masalah 
Adanya perumusan masalah yang jelas diperlukan agar dapat 
memberikan kemudahan di dalam pemecahan masalah. Berdasarkan pada latar 
belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana prosedur pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan dalam 
meningkatkan pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah di Kecamatan 
Plupuh Kabupaten Sragen tahun 2008? 
2. Bagaimana pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah setelah mendapat 
bantuan kredit PNPM Mandiri Perdesaan? 
3. Apakah hambatan atau kendala yang dihadapi dalam proses pemberian/ 
pengajuan kredit PNPM Mandiri Perdesaan? 
4. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala di atas? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah di atas maka dapat dijelaskan bahwa 
penelitian yang dilakukan bertujuan: 
1. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan 
dalam meningkatkan pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah di 
Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen tahun 2008. 
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah 
setelah mendapat bantuan kredit PNPM Mandiri Perdesaan. 
3. Untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi dalam proses 
pemberian/ pengajuan kredit PNPM Mandiri Perdesaan.  
4. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan atau 
kendala di atas. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk 
memperdalam mata kuliah yang diterima dibangku kuliah. 
b. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti. 
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2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kredit bagi para 
pedagang golongan ekonomi lemah mengenai kredit PNPM Mandiri 
Perdesaan. 
b. Memberi informasi kepada pengurus PNPM Mandiri Perdesaan mengenai 
pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah setelah mendapat kredit. 
c. Dapat memberikan masukan bagi para pedagang golongan ekonomi lemah 
akan pentingnya memanfaatkan kredit PNPM Mandiri Perdesaan dalam 

























A. Tinjauan Pustaka 
1. Pengertian Kredit 
Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “credere” yang berarti 
kepercayaan. Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau 
suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit 
(debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah 
dijanjikan (dapat berupa barang, uang, atau jasa). Menurut Raymond P. Kent yang 
dikutip Thomas Suyatno, H.A Chalik, Made Sukada, C. Tinon Yunianti Ananda, 
Djuhaepah T. Marala (2003: 12) mengatakan bahwa: “Kredit adalah hak untuk 
menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu 
diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang 
sekarang”. 
Dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun  
1992 tentang Perbankan pasal 1 butir 11 menyatakan bahwa:  
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, 
imbalan atau pembagian hasil keuntungan. 
Dalam arti yang lebih luas pengertian “Kredit adalah kemampuan untuk 
melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu 
janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati”. 
2.  Unsur-unsur Kredit 
Dari penjelasan diatas telah dijelaskan pengertian tentang kredit, maka 
dari pengertian tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur apa saja yang terkandung 
dalam kredit. Unsur-unsur kredit yang dikemukakan oleh Thomas Suyatno et al 




a.   Kepercayaan  
Kepercayaan adalah keyakinan dari si pemberi kredit bahwa kredit bahwa 
prestasi yang diberikannya baik berupa uang, barang, atau jasa, akan benar-
benar diterimanya kembali dalam jangka waktu dimasa yang akan datang. 
b.  Waktu 
Waktu adalah masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan 
kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. 
c.   Risiko (degree of risk) 
Risiko adalah suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari 
adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan 
kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. 
d. Prestasi  
Prestasi adalah objek berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya 
kesepakatan dalam pemberian kredit antara pihak pemberi kredit (kreditur) 
dengan nasabah (debitur), berupa bunga atau imbalan. 
 
3.  Tujuan dan Fungsi Kredit 
 Di negara-negara liberal, tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk 
memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi, yaitu dengan 
pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-
besarnya. Lembaga pemberi kredit akan memberikan kredit, jika ia benar-benar 
merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima itu mampu dan mau 
mengembalikan kredit yang telah diterimanya. 
 Dari faktor kemampuan dan keamanan tersebut, tersimpul unsur 
keamanan dan sekaligus juga unsur keuntungan dari suatu kredit. Kedua unsur 
tersebut saling berkaitan: 
a. Keamanan 
Bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa itu betul-
betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan yang diharapkan itu 




Merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga 
yang diterima. 
 Tujuan kredit yang diberikan oleh suatu lembaga pemberi kredit, 
khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai agent of 
development adalah untuk: 
a. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan 
pembangunan. 
b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna 
menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. 
c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat 
memperluas usahanya. (Thomas Suyatno et al, 2003: 15). 
 
 Selain itu secara umum tujuan kredit (dalam http://pumkienz. 
multiply.com/reviews/item/1), yaitu: 
a. Untuk mencari keuntungan bagi bank/ kreditur 
Berupa pemberian bunga, imbalan, biaya administrasi, provisi, dan biaya-
biaya lainnya yang dibebankan kepada nasabah debitur. 
b. Untuk meningkatkan usaha nasabah/ debitur 
Bahwa dengan adanya pemberian kredit berupa pemberian kredit investasi 
atau kredit modal kerja bagi debitur, diharapkan dapat meningkatkan 
usahanya.   
c. Untuk membantu pemerintah  
Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin 
baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan 
pembangunan di berbagai sektor, khususnya disektor ekonomi. 
Dari tujuan diatas dapat disimpulkan adanya kepentingan yang seimbang 
antara: 
a. Kepentingan pemerintah  
b. Kepentingan masyarakat  
c. Kepentingan pemilik modal 
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  Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan adalah 
sebagai berikut: 
a. Untuk meningkatkan daya guna uang 
Dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain pemilik uang dapat secara 
langsung meminjamkan uangnya kepada pengusaha yang memerlukan dapat 
juga dilakukan dengan cara menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga 
keuangan. 
b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 
Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan 
pembayaran baru seperti cek, giro bilyet dan wesel, sehingga dengan 
pembayaran tersebut maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. 
Disamping itu, kredit yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan 
peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula. 
c. Untuk meningkatkan daya guna dan peredaran barang 
Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku 
menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. 
Selain itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang baik melalui 
penjualan kredit maupun dengan membeli barang dari satu tempat dan 
menjualnya kembali ke tempat lain. 
d. Sebagai alat stabilitas ekonomi 
Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada 
usaha-usaha antara lain: pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, dan 
pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk itu melalui pemberian kredit yang 
selektif dan terarah diharapkan stabilitas ekonomi dapat terjaga dengan baik. 
e. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha  
Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usahanya. Namun, 
terkadang dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit 
yang diberikan oleh pihak pemberi kredit akan dapat mengatasi kekurang 
mampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut, sehingga pengusaha 
akan dapat meningkatkan usahanya.  
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f. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 
Dengan bantuan kredit, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan dapat 
mendirikan usaha baru. Peningkatan usaha dan pendirian usaha baru akan 
membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan usaha tersebut. Dengan 
demikian, terserapnya tenaga kerja tersebut maka terjadi pula pemerataan 
pendapatan. 
g. Untuk meningkatkan hubungan ekonomi internasional 
Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat 
memberikan bantuan dalam bentuk kredit kepada perusahaan-perusahaan di 
dalam negeri. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat 
hubungan ekonomi antarnegara yang bersangkutan tetapi juga dapat 
meningkatkan hubungan internasional. 
 
4. Manfaat Kredit 
Adapun manfaat kredit dapat dilihat dari pihak-pihak yang mempunyai  
kepentingan (dalam http://www.suprapto.com/kamus/kredit.htm) sebagai berikut: 
a.     Manfaat kredit bagi debitur, antara lain: 
1)  Untuk meningkatkan usahanya dengan kredit, debitur dapat meningkatkan 
pengadaan atau peningkatan faktor-faktor produksi, baik berupa tambahan 
modal kerja, mesin, bahan baku, maupun peningkatan sumber daya 
manusia, perluasan pasar, sumber daya alam dan teknologi. 
2) Dengan memperoleh kredit bank, maka secara tidak langsung akan 
meningkatkan bonafiditas perusahaan sehingga debitur dapat memperoleh 
kesempatan untuk mendapatkan pelayanan fasilitas perbankan yang 
lainnya. 
3)   Bank akan menjaga privasi atau kerahasiaan nasabah. 
4) Dalam meningkatkan usahanya, maka jangka waktu kredit dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan. 
b.   Manfaat kredit bagi bank, antara lain: 
1) Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur, 
sehingga akan meningkatkan laba bank. 
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2) Dengan menyalurkan kredit, bank sekaligus dapat memasarkan produk-
produk pelayanan perbankan yang lainnya. 
3)  Bank memperoleh keuntungan di bidang sumber daya manusia khususnya 
dalam dunia kredit perbankan, sehingga dimasa yang akan datang akan 
memiliki tenaga-tenaga perkreditan yang berkualitas. 
c.   Manfaat kredit bagi Pemerintah/ Negara, antara lain: 
1)  Kredit bank dapat dipakai sebagai alat untuk mendorong laju perekonomian 
nasional. 
2)   Kredit dapat dijadikan alat pengendali moneter. 
3)   Kredit dapat meningktkan lapangan usaha atau pekerjaan. 
4)   Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan. 
5)   Dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dari bunga. 
d.   Manfaat kredit bagi masyarakat luas, antara lain: 
1) Dengan adanya kredit akan meningkatkan perluasan lapangan  pekerjaan 
sehingga akan mengurangi penganguran. 
2)  Untuk kelompok masyarakat yang memiliki keahlian dan profesi tertentu 
dapat terlibat dalam proses pemberian kredit, misalnya sebagai konsultan 
kredit dan lain-lain. 
 
5.  Jenis-jenis Kredit 
  Kredit pada dasarnya mempunyai satu macam jenis saja bila dilihat dari 
pengertiannya. Akan tetapi kredit dapat dibedakan menurut faktor-faktor dan 
unsur-unsur yang terdapat di dalam pengertian kredit. Oleh karena itu kredit dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut: 
a. Dari segi penggunaan 
1) Kredit modal kerja (eksploitasi) 
Adalah kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank 
kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan 




2) Kredit investasi 
Adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh 
suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman 
modal. 
b. Dari segi tujuan kredit 
1) Kredit konsumtif 
Adalah kredit yang digunakan untuk membiayai barang-barang atau jasa-
jasa yang dapat memberi kepuasan langsung kepada manusia. 
2) Kredit produktif 
Adalah kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif yang dapat 
meningkatkan kegunaan. 
3) Kredit perdagangan 
Adalah kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang 
untuk di jual kembali. 
c. Berdasarkan jangka waktu pemberian kredit 
1) Kredit jangka pendek 
Adalah kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. 
2) Kredit jangka menengah 
Adalah kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) sanpai dengan 3 (tiga) 
tahun. 
3) Kredit jangka panjang 
Adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. 
d. Berdasarkan cara pencairannya 
1) Kredit tunai 
Adalah kredit yang pencairannya dilakukan secara tunai. 
2) Kredit tidak tunai  
Adalah kredit yang pencairannya dilakukan tidak langsung pada saat 
penandatanganan perjanjian, namun dilakukan menurut tenggang waktu 




3) L/C (Letter of Kredit)  
Adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank pembuka (opening 
bank) atas permintaan  pembeli (importir) untuk diteruskan kepada penjual 
(ekportir) melalui bank koresponden (bank di negara ekportir) sebagai 
suatu penjaminan dari pembeli kepada penjual atas pembayaran terhadap 
sejumlah barang yang dikirimkan kepada pembeli. 
e.   Berdasarkan cara penarikan dan pembayarannya kembali 
1)     Kredit sekaligus 
Adalah kredit yang cara penarikannya dilakukan secara sekaligus, baik 
secara tunai ataupun melalui pemindahbukuan ke rekening debitur. 
2)     Kredit rekening koran 
Adalah kredit yang penyediaan dananya dilakukan dengan jalan 
pemindahbukuan kedalam rekenig koran/ rekenig giro atas nama debitur, 
sedang penarikannya dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro atau 
perintah penarikan yang lainnya. 
3)     Kredit bertahap 
Adalah kredit yang cara penarikannya dilaksanakan secara bertahap, 
misalnya dalam 2, 3 atau 4 kali tahapan. 
4)     Kredit berulang (revolving kredit) 
Adalah kredit yang setelah satu transaksi selesai, dapat digunakan untuk 
transaksi berikutnya dalam batas maksimum dan dalam jangka waktu 
tertentu. 
5)     Kredit pertransaksi 
Adalah kredit yang digunakan untuk membiayai suatu transaksi dan hasil 
transaksi tersebut merupakan sumber pelunasan kredit. 
f.    Berdasarkan sektor usahanya 
1)     Kredit untuk sektor pertanian 
Adalah kredit untuk membiayai peningkatan produktifitas petanian. 
2)     Kredit untuk sektor pertambangan 
Adalah kredit untuk membiayai usaha-usaha penggalian dan pengumpulan 
bahan-bahan tambang. 
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3)     Kredit sektor perindustrian 
Adalah kredit untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan mengubah bentuk, 
meningkatkan faedah dalam bentuk pengolahan. 
4)     Kredit untuk sektor listrik, gas dan air 
Adalah kredit yang diberikan untuk pembiayaan usaha-usaha pengadaan 
dan pendistribusian listrik, gas dan air. 
5)     Kredit untuk sektor kontruksi 
Adalah kredit yang diberikan kepada para kontraktor untuk pembiayaan 
pembangunan gedung, renovasi , dan lain sebagainya. 
6)     Kredit untuk sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi 
Adalah kredit untuk investasi ataupun modal kerja untuk tujuan 
pengangkutan umum. 
7)     Kredit untuk sektor jasa-jasa dan dunia usaha 
Adalah kredit yang diberikan untuk membiayai sektor real estate, profesi 
(dokter, advokat, pengacara, notaris dan lain-lain). 
8)     Kredit untuk jasa-jasa sosial  
Adalah yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di 
bidang kesenian dan kebudayaan. 
9)      Kredit untuk sektor yang lainnya yang tidak termasuk dalam sektor di atas 
 
6.  Syarat-syarat Pemberian Kredit 
 Pada dasarnya pihak kreditur, khususnya lembaga pemberi kredit perlu 
keyakinan akan kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman beserta 
bunganya sesuai waktu yang telah disepakati. Karenanya untuk memperkecil 
resiko (uang/ pinjamannya tidak kembali), dalam memberikan kredit pihak 
pemberi utang (kreditur) harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait 
dengan itikad baik (willingness to pay) dan kemampuan membayar (ability to pay) 
seorang debitur untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Maka 
analisis yang digunakan untuk melakukan penilaian kepada debitur adalah analisis 
5C (dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_(keuangan)), yaitu : 
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a. Character (kepribadian) 
Watak, sifat, kebiasaan debitur (pihak yang berutang) sangat berpengaruh 
pada pemberian kredit. Kreditur (pihak pemberi utang) dapat meneliti apakah 
calon debitur masuk ke dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau tidak. Untuk 
itu kreditur juga dapat meneliti biodatanya dan informasi dari lingkungan 
usahanya. 
b. Capacity (kemampuan) 
Berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan 
pinjaman. Untuk mengukurnya, kreditur dapat meneliti kemampuan debitur 
dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran dan lain-lain. 
c. Capital (modal) 
Dengan melihat banyaknya modal yang dimiliki debitur atau melihat berapa 
banyak modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya, kreditur dapat 
menilai modal debitur. Semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur akan 
dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya. 
d. Collateral (jaminan) 
Jaminan dibutuhkan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat 
mengembalikan pinjamannya. Biasanya nilai jaminan lebih tinggi dari jumlah 
pinjaman. 
e. Condition of Economy (kondisi ekonomi) 
Keadaan perekonomian di sekitar tempat tinggal calon debitur juga harus 
diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi di 
masa datang. 
 
7.  Prosedur Umum Kredit 
Untuk memperoleh kredit, seorang nasabah (debitur) harus melalui 
prosedur perkreditan, begitu juga dengan kreditur harus melalui prosedur-prosedur 
tertentu untuk dapat memberikan kredit. Adapun prosedur perkreditan secara 
umum terdiri dari beberapa tahap-tahap sebagai berikut: 
a. Permohonan kredit  
Permohonan kredit meliputi:  
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1) Permohonan baru untuk mendapat suatu fasilitas kredit. 
2) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan. 
3) Permohonan perpanjangan/ pembaharuan masa laku kredit yang telah 
berakhir jangka waktunya. 
4) Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas 
kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan/ 
pengunduran jadwal angsuran. 
 
b. Penyidikan dan analisis kredit 
Penyidikan kredit dapat dilakukan dengan cara wawancara dengan pemohon 
kredit atau debitur, kemudian mengumpulkan data yang berhubungan dengan 
permohonan kredit yang diajukan nasabah. Selain itu penyidikan harus sesuai 
dengan kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan 
nasabah dan informasi lain yang diperoleh. Setelah itu membuat laporan 
seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan. 
 
c. Keputusan persetujuan atau penolakan permohonan 
Setiap keputusan permohonan kredit, harus mempertimbangkan penilaian/ 
syarat-syarat yang ditentukan oleh kreditur terhadap calon debitur. Jika semua 
syarat-syarat tersebut sudah dipenuhi maka pemberi kredit (kreditur) dapat 
memberikan persetujuan atas permohonan kredit tersebut. Namun jika syarat-
syarat yang diajukan oleh kreditur belum terpenuhi maka pihak kreditur dapat 
melakukan penolakan terhadap pengajuan kredit yang dilakukan oleh calon 
debitur tersebut. 
 
d. Pencairan fasilitas kredit  
Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit 
yang telah disetujui oleh lembaga pemberi kredit. Dalam prakteknya, 
pencairan kredit berupa pembayaran dan/ atau pemindahbukuan atas beban 
rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. Pencairan kredit oleh nasabah 
disetujui bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan. 
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e. Pelunasan kredit  
Pelunasan kredit adalah terpenuhinya semua kewajiban utang nasabah 
terhadap lembaga pemberi pinjaman yang berakibat hapusnya ikatan 
perjanjian kredit. 
 
8.  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 
Mandiri Perdesaan  
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan 
(PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan salah satu mekanisme program 
pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya 
mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di 
wilayah perdesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya 
peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di 
perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari 
PNPM Mandiri dan telah dilakukan sejak 1998 melalui Program Pengembangan 
Kecamatan (PPK) yang sebelumnya ada uji coba di 3 Propinsi yaitu: NTT (Belu), 
Jateng (Sukoharjo) dan Sumbar (Solok). Pada tahun 1997 waktu itu bernama 
Kecamatan Development Fund (KDF). 
Program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air ini memusatkan 
kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program 
ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, 
pendampingan, pelatihan, serta dana bantuan langsung (BLM) kepada masyarakat 
sebesar Rp. 1 miliar sampai Rp. 3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah 
penduduk. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak 
terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses 
perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana 
sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan 
dan pelestariannya. 
Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program 
ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan 
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dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan, dan pinjaman dari 
Bank Dunia.  
a. Visi dan Misi PNPM Mandiri Perdesaan 
Adapun visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan (TK PNPM MP, 2008: 1) 
adalah sebagai berikut: 
1) Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan 
kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti 
terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berati mampu 
mengorganisir diri untuk memobolisasi sumber daya di lingkungannya, 
mampu mengakses sumber daya di luar kemiskinan. 
2) Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah peningkatan kapasitas masyarakat 
dan kelembagaannya, pelembagaan sistem pembangunan partisipatif, 
pengefektifan fungsi dan peran Pemerintah lokal, peningkatan kualitas dan 
kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar ekonomi masyarakat, 
pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. 
 
b. Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan  
Adapun tujuan PNPM Mandiri Perdesaan (TK PNPM MP, 2008: 1-2) adalah 
sebagai berikut: 
1) Tujuan umum 
· Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin 
di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan 
keputusan dan pengelolaan pembangunan. 
2) Tujuan khusus   
· Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat 
miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan. 
· Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan 
mendayagunakan sumber daya lokal. 
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· Mengembangkan kapasitas Pemerintahan desa dalam memfasilitasi 
pengelolaan pembangunan partisipatif. 
· Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang 
diprioritaskan oleh masyarakat. 
· Melembagakan pengelolaan dana bergulir. 
· Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antardesa. 
· Mengembangkan kerjasama antarpemangku kepentingan dalam upaya 
penanggulangan kemiskinan perdesaan.   
 
c. Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan  
Adapun sasaran PNPM Mandiri Perdesaan (TK PNPM MP, 2008: 3) adalah: 
1) Lokasi Sasaran  
Lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh kecamatan 
perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara 
bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori kecamatan 
bermasalah dalam PPK/ PNPM Mandiri Perdesaan. 
2) Kelompok Sasaran  
· Masyarakat miskin di perdesaan 
· Kelembagaan masyarakat di perdesaan 
· Kelembagaan Pemerintah lokal 
 
d.   Prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan  
Adapun prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan (TK PNPM MP, 2008: 2-3) 
meliputi: 
1) Bertumpu pada pembangunan manusia 
Masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung 
terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik 
semata. 
2) Otonomi 
Masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri 
dan bertanggungjawab, tanpa intervensi negatif dari luar.   
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3) Desentralisasi 
Memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola 
kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat. 
4) Berorientasi pada masyarakat miskin 
Segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin. 
5) Partisipasi 
Masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program 
dan pengawasannya, mulai tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, 
dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, 
atau dalam bentuk materiil. 
6) Kesetaraan dan keadilan gender 
Masyarakat baik Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam 
perannya di setiap tahapan program dan  dalam menikmati manfaat 
kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran 
kedudukan pada saat situasi konflik.  
7) Demokratis 
Masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan 
mufakat.  
8) Transparansi dan Akuntabel 
Masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses 
pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan 
secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, 
teknis, legal maupun administratif. 
9) Prioritas 
Masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertim 
bangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan. 
10) Keberlanjutan 
Setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai tahap 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan pembangunan 
kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem kelestariannya. 
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e. Cara Kerja PNPM Mandiri Perdesaan  
PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan melalui upaya-upaya pemberdayaan 
dan partisipasi masyarakat di wilayah perdesaan melalui tahapan-tahapan 
kegiatan (dalam http://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan) 
sebagai berikut: 
1) Sosialisasi dan penyebaran informasi program 
Baik secara langsung melalui fórum-forum pertemuan maupun dengan 
mengembangkan/ memanfaatkan media/ saluran informasi masyarakat di 
berbagai tingkat Pemerintahan. 
2) Proses partisipatif pemetaan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan pemetaan 
sosial 
Masyarakat diajak untuk bersama-sama menentukan kriteria kurang 
mampu dan bersama-sama pula menentukan rumah tangga yang termasuk 
kategori miskin/ sangat miskin (RTM). Masyarakat juga difasilitasi untuk 
membuat peta sosial desa dengan tujuan agar lebih mengenal kondisi/ 
situasi sesungguhnya desa mereka, yang berguna untuk mengagas masa 
depan desa, penggalian gagasan untuk menentukan kegiatan yang paling 
dibutuhkan, serta mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan 
pemantauannya. 
3) Perencanaan partisipatif di tingkat dusun, desa dan kecamatan 
Masyarakat memilih fasilitator desa atau kader pemberdayaan masyarakat 
desa (KPMD) satu laki-laki, satu perempuan untuk mendampingi proses 
sosialisasi dan perencanaan. KPMD ini kemudian mendapat peningkatan 
kapasitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur 
pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk 
melakukan penggalian gagasan berdasarkan potensi sumber daya alam dan 
manusia di desa masing-masing untuk menggagas masa depan desa. 
Masyarakat kemudian bersama-sama membahas kebutuhan dan prioritas 
pembangunan di desa dan bermusyawarah untuk menentukan pilihan jenis 
kegiatan pembangunan yang prioritas untuk didanai. PNPM Mandiri 
Perdesaan sendiri menyediakan tenaga konsultan pemberdayaan dan teknis 
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di tingkat kecamatan dan kabupaten guna memfasilitasi/ membantu upaya 
sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Usulan/ gagasan dari 
masyarakat akan menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa (RPJMDes). 
4) Seleksi/ prioritas kegiatan di tingkat desa dan kecamatan  
Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk 
memutuskan usulan kegiatan prioritas yang akan didanai. Musyawarah ini 
terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan 
memutuskan jenis kegiatan yang paling prioritas/ mendesak. Keputusan 
akhir mengenai kegiatan yang akan didanai, diambil dalam forum 
musyawarah antardesa (MAD) di tingkat kecamatan, yang dihadiri oleh 
wakil-wakil dari setiap desa dalam kecamatan yang bersangkutan. Pilihan 
kegiatan adalah open menu untuk semua investasi produktif, kecuali yang 
tercantum dalam daftar larangan (negative list). Dalam hal terdapat usulan 
masyarakat yang belum terdanai, maka usulan tersebut akan menjadi 
bahan kajian dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 
5) Masyarakat melaksanakan kegiatan mereka 
Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya sendiri untuk 
menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di setiap desa untuk mengelola 
kegiatan yang diusulkan desa yang bersangkutan dan mendapat prioritas 
pendanaan program. Fasilitator teknis PNPM Mandiri Perdesaan akan 
mendampingi TPK dalam mendisain sarana/ prasarana (bila usulan yang 
didanai berupa pembangunan infrastruktur perdesaan), penganggaran 
kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja yang terlibat dalam 
pembangunan sarana/ prasarana tersebut berasal dari warga desa penerima 
manfaat. 
6) Akuntabilitas dan laporan perkembangan 
Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan 
perkembangan kegiatan minimal dua kali dalam pertemuan terbuka desa, 
yakni sebelum program mencairkan dana tahap berikutnya dan pada 
pertemuan akhir, dimana TPK akan melakukan serah terima kegiatan 
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kepada desa, serta badan operasional dan pemeliharaan kegiatan atau Tim 
Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3). 
 
f.   Alur Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan  
1)   Perencanaan  
Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta 
perencanaan di desa, kecamatan, kabupaten. Tahap persiapan dan 
sosialisasi awal dimulai dari musyawarah antardesa (MAD) sosialisasi 
sampai dengan pelatihan KPMD/K. Perencanaan kegiatan di desa, dimulai 
dengan tahap penggalian gagasan sampai dengan musdes perencanaan 
disebut dengan istilah Menggagas Masa Depan Desa (MMDD). 
Perencanaan kegiatan di kecamatan dimulai dengan MAD prioritas usulan 
sampai dengan MAD penetapan usulan. Perencanaan kegiatan di 
kabupaten adalah perencanaan koordinatif, dimulai dari delegasi 
kecamatan dalam forum SKPD sampai dengan musrenbang kabupaten.  
2)   Pelaksanaan  
Untuk menjamin kualitas pelaksanan kegiatan yang tetap mengacu pada 
prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, maka perlu adanya 
persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan 
ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia, 
termasuk masyarakat, TPK, UPK, dan seluruh pelaku PNPM Mandiri 
Perdesaan lainnya. Karena itu, TPK dan UPK perlu mendapatkan pelatihan 
terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan yang didanai PNPM 
Mandiri Perdesaan. Pelatihan UPK, BP-UPK, TPK dan pelaku desa 
lainnyadulakukan dalam masa setelah penandatangan SPPB oleh Camat 
sampai dengan masa persiapan pelaksanaan.  
3)   Pelestarian Kegiatan  
Pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan harus dijamin dapat 
memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. Di samping 
manfaat dari hasil kegiatan aspek pemberdayaan, sistem, dan proses 
perencanaan, aspek good governance, serta prinsip-prinsip PNPM Mandiri 
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Perdesaan harus memberi dampak perubahan positif secara berkelanjutan 
bagi masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka semua pelaku PNPM 
Mandiri Perdesaan harus mengetahui dan mampu memahami latar 
belakang, dasar pemikiran, prinsip, kebijakan, prosedur, dan mekanisme 
PNPM Mandiri Perdesaan. 
 
9. Pedagang Golongan Ekonomi Lemah 
Pedagang golongan ekonomi lemah digolongkan sebagai pengusaha 
kecil golongan ekonomi lemah. Menurut Thomas Suyatno et al (2003: 33-34) 
kriteria pengusaha kecil golongan ekonomi lemah adalah sebagai berikut: 
a.  Sekurang-kurangnya 50% dari modal disetor dimiliki oleh orang Indonesia 
asli, dan sebagian besar dari tiap-tiap pengurus (dewan komisaris dan/atau 
direksi) adalah orang Indonesia asli atau sekurang-kurangnya 75% dari modal 
usaha dimiliki oleh orang Indonesia asli. Yang termasuk orang Indonesia asli 
ialah mereka yang sudah membaur sebagai orang Indonesia asli. 
b.  Besar modal/kekayaan bersih usaha adalah penerima KIK dan KMKP yang 
mempunyai jumlah harta (total assets) tidak melebihi Rp 300 juta yang 
berlaku untuk semua sektor ekonomi, tidak termasuk nilai tanah dan rumah 
yang ditempati. Sedangkan menurut Keppres Nomor: 29 tahun 1984, 
penerima KIK dan KMKP sampai dengan Rp 75 juta, mempunyai jumlah 
harta tidak melebihi Rp 600 juta. 
 
Jadi pengertian pedagang golongan ekonomi lemah adalah pengusaha 
kecil golongan ekonomi lemah yang mempunyai standar pendapatan ekonomi 
rendah dibandingkan dengan standar pendapatan yang umum berlaku dalam 
lingkunagn pedagang golongan ekonomi lemah yang bersangkutan. 
 
10.  Pendapatan 
Secara etimologis pendapatan berasal dari kata "dapat" yang artinya 
beroleh, diperoleh, kena. Kemudian mendapat tambahan awalan 'pen' dan  akhiran 
'an' yang artinya hasil pencarian atau usaha, perolehan. Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, “pendapatan adalah hasil kerja (usaha)”. Jadi pendapatan  
adalah  hasil  pencaharian  atau  usaha yang diperoleh seseorang dalam sehari atau 
sebulan. 
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Pendapatan dapat dipandang dari dua segi yaitu penerimaan yang 
dihasilkan oleh diri sendiri maupun dari orang lain. Penerimaan dari diri sendiri 
adalah hasil dari segala kegiatan yang dilakukan oleh orang itu sendiri, sedangkan 
pendapatan dari orang lain dapat berupa hadiah, bonus atau balas jasa. Dari 
definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah penerimaan baik yang 
berupa uang, barang atau jasa yang ditaksir atau dinilai dengan uang yang 
diterima dari usaha sendiri atau dari pihak lain. Pendapatan disini adalah 
perolehan nominal uang yang diterima pedagang dari kegiatan penjualannya. 
Pendapatan yang dimaksud adalah penerimaan bersih, yakni penerimaan yang 
diterima pedagang setelah dikurangi harga pokok dagangan dan biaya-biaya.  
 
11.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Golongan 
Ekonomi Lemah 
Besar kecilnya pendapatan dalam hal ini pedagang golongan ekonomi 
lemah ditentukan oleh besar kecilnya usaha, kuantitas serta kualitas dari transaksi 
penjualan yang dilakukan. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besar 
kecilnya usaha, kuantitas serta kualitas transaksi penjualan adalah: 
a. Modal Usaha (Capital) 
Modal adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan secara langsung 
maupun tidak langsung dalam proses produksi untuk menambah output.  
Dalam suatu usaha masalah modal mempunyai hubungan yang sangat kuat 
dengan berhasil tidaknya suatu usaha yang telah didirikan.  
b. Tingkat pendidikan 
Pendidikan adalah masalah yang penting bagi manusia karena pendidikan 
menyangkut keberlangsungan hidup manusia. Manusia tidak cukup hanya 
tumbuh dan berkembang sesuai dengan dorongan dan insting saja, melainkan 
juga perlu bimbingan dan arahan dari luar dirinya agar bisa menjadi sempurna. 
Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, 
berperilaku, maka bidang pendidikan merupakan titik strategis yang harus 
diperbarui dan diperluas. 
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c. Lokasi usaha 
Pemilihan lokasi usaha terutama untuk usaha dagang tidaklah mudah. 
Pedagang harus mampu melihat segala kemungkinan dari sudut pandang suatu 
lokasi. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah faktor pesaing dan 
kondisi lingkungan tempat berjualan. Pada dasarnya pedagang harus mampu 
memilih lokasi usaha yang strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen agar 
keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. 
d. Sikap usaha 
Sikap seorang pedagang merupakan sikap dalam mengembangkan usahanya, 
adanya sikap usaha dalam diri pedagang menunjukkan adanya jiwa wiraswasta 
(entrepreneur). Peluang untuk menjadi entrepreneur bisa datang dari mana 
saja. Apapun itu asal halal, asal ada niat dan kemauan untuk maju, maka 
jadilah kita seorang entrepreneur sejati. Seorang entrepreneur sejati biasanya 
tidak mudah putus asa dan gigih dalam menjalankan usahanya  
  
B.  Kerangka Berpikir 
Kerangka berpikir digunakan untuk memberi landasan atau dasar 
berpijak pada penelitian yang akan dilakukan serta dimaksudkan pula untuk 
menjelaskan makna dan maksud dari teori yang dipakai, atau menjelaskan kata-
kata yang mungkin masih abstrak pengertiannya di dalam teori tersebut, maka 
dapat dibuat suatu kerangka berpikir sebagai berikut: 
Masyarakat merupakan sumber daya yang harus dikembangkan, agar 
mereka dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Saat ini banyak sekali 
pedagang golongan ekonomi lemah yang terpuruk oleh keadaan krisis global yang 
juga melanda negara ini. Maka dari itu untuk dapat bertahan dan dapat 
mengembangkan usahanya dari pengaruh krisis global, mereka membutuhkan 
modal yang tidak sedikit. Mereka tetap berjuang agar usahanya tetap berjalan 
walaupun dengan modal yang sedikit.  
Melihat kondisi tersebut Pemerintah memberikan bantuan agar usaha 
mereka tetap berjalan. Wujud dari bantuan ini adalah pinjaman modal yang 
dikenal dengan kredit PNPM Mandiri Perdesaan. Program ini didukung dengan 
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pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah 
dari sejumlah lembaga pemberi bantuan, dan pinjaman dari Bank Dunia. Kredit 
PNPM Mandiri Perdesaan ini akan diteruskan ke masyarakat dalam hal ini adalah 
pedagang golongan ekonomi lemah melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Di 
sini terjadi proses pemberian kredit dari UPK melalui TPK setelah itu baru 
diberikan ke masyarakat (pedagang golongan ekonomi lemah) dan pengembalian 
angsuran oleh masyarakat (pedagang golongan ekonomi lemah) melalui TPK baru 
ke UPK. Diharapkan pedagang golongan ekonomi lemah memanfaatkan kredit 
PNPM Mandiri Perdesaan ini untuk menambah modal dalam mengembangkan 
usahanya. Usaha yang berkembang akan berdampak positif terhadap pendapatan 
yang juga diharapkan dapat meningkat.  
 
                                                    
      






Gambar 1. Kerangka Pemikiran Tentang Pemberian Kredit PNPM Mandiri 
Perdesaan dalam Meningkatkan Pendapatan Golongan Ekonomi 





















A. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Peneliti melakukan penelitian di UPK Kecamatan Plupuh dengan 
pertimbangan sebagai berikut: 
a. UPK Kecamatan Plupuh belum pernah dijadikan obyek penelitian khususnya 
mengenai permasalahan yang sedang diteliti. 
b. Tersedianya data-data yang mendukung kelancaran peneliti dalam 
mengumpulkan data yang dibutuhkan. 
c. Lokasinya mudah dijangkau dan strategis. 
Dengan pertimbangan diatas, peneliti berharap akan mendapatkan suatu 
laporan penelitian yang valid dan dapat bermanfaat bagi pelaksana ekonomi di 
daerah yang bersangkutan. 
 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan yaitu dimulai 
dari bulan Pebruari 2009 sampai dengan Juli 2009. Adapun jadwal penelitiannya 
adalah sebagai berikut: 















Pengajuan Judul        
Pengajuan Proposal       
Pengurusan ijin Penelitian       
Pengumpulan Data        
Analisis Data       




B. Bentuk dan Strategi Penelitian 
1. Bentuk Penelitian 
Menurut  M. Iqbal Hasan (2002: 20), “Metode penelitian adalah cara 
atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, 
yang memiliki langkah-langkah yang sistematis”. Berdasarkan pengertian tersebut 
dapat dipahami bahwa untuk melakukan pemecahan masalah dalam suatu 
penelitian diperlukan suatu metode penelitian. 
Menurut Winarno Surakhmad (2004: 132): 
Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang tertuju pada 
pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Penelitian deskriptif 
lebih merupakan istilah umum yang mencakup berbagai teknik deskriptif. 
Diantaranya adalah penelitian yang menuturkan, menganalisa dan 
mengklasifikasikan penyelidikan dengan survey, teknik test, studi kasus, 
studi komparatif, dan studi opersional. 
 
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang diperlukan 
maka penelitian ini akan menggunakan bentuk penelitian kualitatif yang bersifat 
deskriptif  karena memaparkan objek yang diteliti berdasarkan fakta aktual pada 
masa sekarang. 
Menurut Lexy J. Moleong (2007: 6): 
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya: 
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan 
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 
konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 
alamiah. 
 
Peneliti memilih bentuk penelitian kualitatif juga didasarkan bahwa 
penelitian kualitatif lebih menekankan pada sifat naturalisme, artinya realita yang 
muncul menjadi bahan kajian dalam penelitian ini sehingga obyek penelitian dan 
permasalahan yang diteliti akan diungkapkan secara detail dan mendalam. 
 
2. Strategi Penelitian 
Setelah menentukan bentuk penelitian, maka selanjutnya akan ditentukan 
tentang strategi penelitian yang dalam hal ini sangat penting untuk dilakukan agar  
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masalah yang diteliti dapat diungkapkan dengan teliti dan akurat. Strategi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah tunggal terpancang, dimana Peneliti hanya 
mengkaji satu masalah saja. Jadi, strategi tunggal terpancang yang digunakan 
dalam penelitian ini mengandung pengertian yaitu: tunggal artinya hanya ada satu 
ruang lingkup lokasi penelitian yaitu UPK Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen. 
Sedangkan terpancang pada tujuan penelitian, maksudnya bahwa apa yang harus 
diteliti dibatasi pada aspek-aspek yang sudah dipilih sebelum melaksanakan 
penelitian. Dalam penelitian ini terpancang pada tujuan untuk mengetahui 
bagaimana implementasi pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan dalam 
meningkatkan pendapatan golongan ekonomi lemah di Kecamatan Plupuh 
Kabupaten Sragen tahun 2008. 
Ditinjau dari aspek yang diteliti, penelitian ini merupakan studi kasus 
(Case Study). Studi kasus adalah bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu 
aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya. Menurut Winarno 
Surakhmad (2004: 143) ”Studi kasus lebih memusatkan perhatian pada suatu 
kasus secara intensif dan mendetail.” Subyek yang diselidiki terdiri dari satu unit 
(atau satu kesatuan unit) yang dipandang sebagai kasus. Karena sifat yang 
mendalam dan mendetail itu, studi kasus umumnya menghasilkan gambaran yang 
”longitudinal”, yakni hasil pengumpulan dan analisa data kasus dalam satu jangka 
waktu. Dengan demikian, studi kasus memperlihatkan kebulatan dan keseluruhan 
kasus, termasuk bila diperlukan kebulatan siklus hidup kasus dan keseluruhan 
interaksi faktor-faktor dalam kasus itu. 
 
C.  Teknik Sampling 
Teknik sampling atau teknik cuplikan merupakan suatu bentuk khusus 
atau proses bagi pemusatan sumber data dalam penelitian yang mengarah pada 
seleksi (H.B Sutopo, 2006: 63). Cuplikan dalam penelitian kualitatif sering juga  
dinyatakan sebagai internal sampling artinya cuplikan diambil untuk mewakili 
informasinya bukan populasinya, dengan kelengkapan dan kedalaman yang tidak 
perlu ditentukan oleh jumlah sumber datanya, karena jumlah informan yang kecil 
bisa saja menjelaskan informasi yang diperoleh tertentu secara lengkap dan benar 
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daripada informasi yang diperoleh dari narasumber yang lebih banyak. Teknik 
sampling yaitu cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota diberi 
kesempatan menjadi sampel. 
Cuplikan dalam penelitian ini bersifat purposive sampling, dimana peneliti 
hanya memilih informan yang benar-benar menguasai permasalahan yang dikaji, 
informan dapat bertambah atau berganti sesuai dengan kebutuhan yang ada di 
lapangan. Informan tersebut dapat menunjuk informan lain yang dipandang lebih 
tahu tentang permasalahan yang diteliti. Teknik penentuan informan ini disebut 
teknik bola salju atau snowball sampling. Sehingga peneliti mampu menggali data 
secara lengkap dan mendalam. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang ditempuh untuk 
mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan alat-alat tertentu. 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 
 
1. Wawancara 
Lexy J. Moleong (2007: 135) mengemukakan bahwa “wawancara adalah 
percakapan dengan maksud  tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak 
yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai yang 
memberi jawaban atas pertanyaan itu” 
Dalam melakukan wawancara ini peneliti berpedoman pada teknik yang 
diuraikan H.B Sutopo (2006: 70-72) yaitu: 
a. Penentuan siapa yang akan diwawancarai 
Informasi atau data baik kelengkapan dan juga kedalamannya, adalah sangat 
penting artinya bagi kualitas simpulan hasil penelitian. Oleh karena itu dalam 
hal pengumpulan informasi lewat wawancara mendalam, peneliti harus bisa 
mendapatkan narasumber atau informan yang tepat. 
b. Persiapan wawancara 
Setelah penentuan informan, peneliti perlu mempersiapkan diri untuk 
memahami pribadi dan peran informan dalam konteksnya, sehingga bila perlu 
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peneliti berusaha menyesuaikan diri dengan karakter dan posisi informannya 
agar tidak terjadi kesan yang mungkin kurang tepat sehingga bias berakibat 
hanya mendapatkan informasi yang kurang sesuai dengan yang sebenarnya 
diharapkan. 
c. Langkah awal  
Pada saat pertemuan dengan narasumber, peneliti benar-benar memahami 
konteksnya agar proses wawancara disesuaikandengan kondisinya dan bisa 
berjalan lancar. 
d. Pengusahaan agar wawancara bersifat produktif 
Irama wawancara perlu dijaga supaya tetap terasa santai tetapi lancar. Peneliti 
jangan banyak memotong pembicaraan, dan berusaha menjadi pendengar yang 
baik tetapi tetap harus berusaha bersikap kritis. Peneliti jangan banyak bicara 
supaya bisa belajar lebih banyak dalam kelancaran prosesnya. 
e.   Penghentian wawancara dan mendapatkan simpulan 
Peneliti perlu memahami kondisi pelaksanaan wawancara dengan 
produktivitasnya. Bila peneliti menangkap gejala kelelahan baik pada 
informan maupun pada peneliti sendiri, maka ia wajib berpikir apakah sudah 
waktunya peneliti menghentikan wawancara tersebut, dan sudah menarik 
simpulan dari semua informasi yang telah diperolehnya. Bila perlu peneliti 
bisa menanyakan beberapa simpulan sementara dari informasi yang 
didengarnya kepada informan, untuk menegaskan apakah memang benar 
demikian yang dimaksudkannya. 
 
2. Dokumentasi 
Dokumen merupakan sumber data yang memiliki posisi penting dalam 
penelitian kualitatif. Husaini Usman & Purnomo S.A (2004: 73) berpendapat 
bahwa “ dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen”. Dokumen bisa memiliki beragam bentuk, dari yang tertulis sederhana 
sampai yang lebih lengkap, dan bahkan bisa juga berupa benda-benda lainnya 
sebagai peninggalan masa lampau.  
 l 
Yin dalam H.B. Sutopo (2006: 81), “Mencatat dokumen disebut sebagai 
content analysis, dan yang dimaksudkan bahwa peneliti bukan sekedar mencatat 
isi penting yang tersurat dalam dokumen atau arsip, tetapi juga tentang maknanya 
yang tersirat”. Teknik mengkaji dokumen dan arsip dalam penelitian ini 
dimaksudkan untuk mencatat apa yang tertulis dalam dokumen atau arsip yang 
berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, kemudian berusaha untuk 
untuk memahami maknanya. 
 
3. Observasi 
Menurut Husaini Usman & Purnomo S.A (2004: 54), “observasi ialah 
pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.” 
Observasi menjadi teknik pengumpulan data apabila: 1) sesuai dengan tujuan 
penelitian, 2) direncanakan dan dicatat secara sistematis, 3) dapat dikontrol 
keandalannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya). Menurut H.B. 
Sutopo (2006: 75), “Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber 
data yang berupa peristiwa, aktivitas, perilaku, tempat atau lokasi dan benda, serta 
rekaman gambar”.  
Terdapat empat jenis observasi (H.B. Sutopo, 2006: 75-79) antara lain: 
a. Observasi tak berperan 
Kehadiran peneliti dalam observasi sama sekali tidak diketahui oleh subyek 
yang diamati. 
b. Observasi berperan pasif  
Kehadiran peneliti dalam di lokasi menunjukkan peran yang paling pasif, 
sebab kehadirannya sebagai orang asing diketahui oleh subyek yang diamati 
dan hal itu membawa pengaruh pada yang diamati. 
c. Observasi berperan aktif  
Observasi berperan aktif merupakan cara khusus dan peneliti tidak hanya 
sebagai pengamat, tetapi memainkan berbagai peran yang dimungkinkan 




d. Observasi berperan penuh 
Peneliti memang memiliki peran dalam lokasi studinya sehingga benar-benar 
terlibat dalam suatu kegiatan yang ditelitinya. 
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil teknik observasi berperan pasif 
untuk mengamati perilaku yang muncul di lokasi penelitian. Dalam observasi ini 
peneliti hanya mendatangi lokasi penelitian, tetapi sama sakali tidak berperan 
sebagai apapun selain sebagai pengamat pasif. 
 
E. Validitas Data 
Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa cara yang bisa dipilih 
untuk pengembangan validitas data penelitian. Cara-cara tersebut antara lain 
berupa teknik trianggulasi dan review informan. Berdasarkan uraian diatas maka 
penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi yang menurut H.B. Sutopo (2006: 
92) “merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat 
multiperspektif” artinya untuk menarik simpulan yang mantap, diperlukan tidak 
hanya satu cara pandang , tetapi harus melihat cara pandang lain”. Sehingga dari 
beberapa cara pandang tersebut akan bisa dipertimbangkan beragam fenomena 
yang muncul, dan selanjutnya bisa ditarik simpulan yang lebih mantap dan lebih 
bisa diterima kebenarannya. 
Sementara itu menurut Patton yang dikutip H.B. Sutopo  (2006: 92-98) 
menyatakan bahwa ada empat macam trianggulasi yaitu: 
1. Trianggulasi data 
Data yang sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari 
beberapa sumber data yang berbeda. 
2. Trianggulasi peneliti 
Hasil penelitian baik data ataupun simpulan mengenai bagian tertentu atau 
keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari peneliti yang lain. 
3. Trianggulasi metodologis 
Jenis trianggulasi ini bisa dilakukan oleh seorang peneliti dengan cara 
mengumpulkan data sejenis dengan menggunakan teknik atau metode 
pengumpulan data yang berbeda. 
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4. Trianggulasi Teoritis 
Trianggulasi ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perspektif lebih 
dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik trianggulasi data atau 
sumber. Jenis triangulasi ini dilakukan dengan dua cara. Pertama, data yang 
sejenis dikumpulkan dengan berbagai sumber data yang tersedia dengan teknik 
pengambilan data sama. Kedua, data yang sejenis dikumpulkan dari sumber data 
yang berbeda dengan teknik pengumpulan data yang berbeda Adapun yang 
menjadi sumber data dalam penelitian ini, antara lain: 
1. Pengurus UPK 
2. Pedagang golongan ekonomi lemah 
 
F.  Analisis Data 
Analisis data dilakukan setelah data yang terkumpul dibaca dan 
kemudian diolah analisa merupakan studi dan identifikasi dari komponen-
komponen atau elemen-elemen yang membentuk segala sesuatu yang kita selidiki 
berdasarkan data-data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah interactive model of analysis,  dalam model analisis interaktif 
ketiga komponen analisi yaitu  pengumpulan data, reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan atau verifikasinya.  
Proses analisis data dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut: 
1. Pengumpulan data  
Pengumpulan data dilakukan selama data yang dibutuhkan belum memadai, 
dan akan dihentikan apabila data-data yang diperlukan telah memadai untuk 
mengambil keputusan. Data kualitatif terutama terdiri dari kata-kata, bukan 
angka-angka. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi maupun 
dokumentasi tersebut dikumpulkan menjadi satu untuk diproses lebih lanjut. 
2. Reduksi data 
Data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan 
yang terperinci. Laporan tersebut perlu direduksi, dirangkum, dan dipilah-
pilah hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola atau 
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temanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkatkan, direduksi, 
disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, sehingga 
lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih 
tajam, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh 
bila diperlukan. 
3. Penyajian data  
Data yang tertumpuk, akan sukar untuk ditangani, sukar mencari hubungan 
antara data yang satu dengan data yang lain dan sukar pula melihat gambaran 
keseluruhan untuk mengambil kesimpulan. Oleh karena itu, agar dapat melihat 
gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian perlu dibuat 
penyajian data. 
4. Penarikan simpulan atau verifikasi 
Sejak semula peneliti berusaha mencari data yang dikumpulkan, kemudian 
mencari pola, tema hubungan, persamaan hal-hal yang sering muncul dan 
sebagainya. Jadi dari data  yang diperoleh kemudian dibuat suatu kesimpulan. 
Kesimpulan ini mula-mula bersifat tentatif, kabur, diragukan, akan tetapi 
dengan bertambahnya data, kesimpulan itu akan lebih grounded. Jadi 
kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. 
 
G. Prosedur Penelitian 
Prosedur penelitian merupakan kejelasan langkah-langkah penelitian 
yang dilakukan oleh peneliti dari awal hingga akhir. Adapun prosedur penelitian 
ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: 
1. Tahap Pra Lapangan  
Tahap pra lapangan dilakukan mulai dari pembuatan rancangan penelitian, 
memilih lokasi, mengurus perijinan, dan penerapan pelaksanaan teknis. 
2. Tahap Pekerjaan Lapangan 
Tahap ini meliputi berbagai aktivitas yang ada di lapangan untuk 




3. Tahap Analisis Data 
Tahap ini merupakan usaha untuk menemukan tema-tema yang relevan 
dengan penelitian. Setelah data yang dikumpulkan relevan dengan masalah 
penelitian, data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dari analisis yang telah 
dilakukan. 
4. Tahap Penulisan Laporan 
Tahap penulisan laporan yaitu peneliti mulai menyusun laporan setelah 
menganalisis data, kemudian laporan tersebut diperbanyak sesuai kebutuhan. 
Bagan berikut disajikan agar memberikan kemudahan untuk 
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A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian 
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
a. Letak dan Kondisi Geografis Kecamatan Plupuh 
Kecamatan Plupuh merupakan salah satu wilayah kecamatan yang 
berada di Kabupaten Sragen. Kecamatan Plupuh mempunyai batas-batas 
wilayah sebagai berikut: 
1) sebelah utara Kecamatan Tanon 
2) sebelah timur Kecamatan Masaran 
3) sebelah selatan Kabupaten Karanganyar 
4) sebelah barat Kecamatan Gemolong 
Luas Kecamatan Plupuh adalah 4.836 Ha, terdiri dari 16 desa, yaitu desa 
Cangkol, Dari, Gentanbanaran, Jabung, Jembangan, Gedongan, Karanganyar, 
Karangwaru, Karungan, Manyarejo, Ngrombo, Pungsari, Plupuh, Sambirejo, 
Sidokerto, Somomorodukuh. Terdiri dari 169 dukuh, dan terbagi dalam 264 
RT dengan jumlah penduduk akhir Juni 2007 adalah 52.359 jiwa (L: 26.261 
dan P: 26.098). Kecamatan Plupuh terdiri atas luas tanah sawah menurut 
irigasi adalah: sawah teknis 370 Ha, sawah 1/2 Teknis 278,59 Ha, sederhana 
432,48 Ha, sawah tadah hujan 1.526,91 Ha, pekarangan/ bangunan 1.126,88 
Ha, tegal/ kebun 894,27 Ha, lainnya 206,63 Ha 
 
b. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Kecamatan Plupuh 
Penduduk di Kecamatan Plupuh mempunyai mata pencaharian yang 
beragam. Adapun daftar mata pencaharian penduduk adalah sebagai berikut: 
Tabel 2. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Plupuh 
No Mata Pencaharian Jumlah 
1. Pertambangan/ Galian 196 
2. Industri Pengolahan 3.658 
39 
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3. Perdagangan 2.008 
4. Makanan/ minuman 438 
5. Transportasi/ gudang 276 
6. Keuangan 24 
7. Pendidikan 64 
8. Kesehatan 50 
9. Jasa 402 
10. Jasa Rumah tangga 3 
Jumlah 7.198 
Sumber: BPS Kabupaten Sragen Tahun 2006 
 
c. Profil Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Plupuh 
UPK di Kecamatan Plupuh bernama UPK PNPM Kecamatan Plupuh 
yang beralamat di jalan Sambirejo No.1b, Plupuh, Sragen. UPK ini berdiri 
pada tanggal 22 Juli 2008. Visi UPK yaitu membantu terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat. Peran dari UPK adalah sebagai unit pengelola dan 
operasional pelaksanaan kegiatan antardesa. Untuk pengurus UPK sekurang-
kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Adapun pengelola/ 
pengurus UPK di Kecamatan Plupuh adalah: 
1) Ketua  : Tri Sutrisno, S.E 
2) Sekretaris : Wawan Apriyanto, S.E 
3) Bendahara : Endang Susilowati, A.Md 
Pengurus UPK ini berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa 
berdasarkan hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam 
musyawarah antar desa (MAD). UPK mendapatkan penugasan MAD/ BKAD 
untuk menjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan 






2. Gambaran Umum Implementasi Pemberian Kredit 
PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Plupuh 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 
Perdesaan di Kecamatan Plupuh baru saja berjalan pada tahun 2008. PNPM 
Mandiri Perdesaan ini merupakan pemberian bantuan langsung kepada 
masyarakat (BLM) salah satunya dalam bentuk pinjaman/ kredit modal usaha 
kepada masyarakat (pedagang golongan ekonomi lemah khusus kelompok 
perempuan). Selain itu BLM ini juga diberikan untuk membiayai:  
a. Kegiatan pembangunan/ perbaikan prasarana dan sarana dasar yang dapat 
memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi 
bagi masyarakat miskin/ RTM. 
b. Kegiatan peningkatan kapasitas/ ketrampilan kelompok usaha ekonomi.  
c. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk 
kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat. 
Jenis kegiatan yang memanfaatkan pinjaman ini diantaranya adalah usaha simpan 
pinjam perempuan (SPP), usaha ternak, usaha pertanian, usaha dagang, aneka 
usaha, dll. Adapun jumlah kelompok peminjam dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 3. Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Kredit BLM PNPM Mandiri   
Perdesaan  
No Desa Jumlah Kelompok 
1. Cangkol  - 
2. Dari  1 
3. Gedongan  9 
4. Gentanbanaran 3 
5. Jabung  9 
6. Jembangan  7 
7. Karanganyar 1 
8. Karangwaru 2 
9. Karungan  8 
10. Manyarejo  5 
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11. Ngrombo  3 
12. Plupuh  1 
13. Pungsari  - 
14. Sambirejo  6 
15. Sidokerto  - 
16. Somomorodukuh  4 
Jumlah 59 
  
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kelompok 
penerima bantuan kredit BLM PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Plupuh 
sebanyak 59 kelompok yang tersebar di 13 desa dari 16 desa yang ada di 
Kecamatan Plupuh. Desa yang banyak memanfaatkan kredit PNPM Mandiri 
Perdesaan ini adalah desa gedongan dan jabung. Untuk 3 desa yang belum 
memanfaatkan kredit ini nanti diberikan setelah perguliran. Kredit PNPM Mandiri 
Perdesaan ini diberikan kepada masyarakat khusus perempuan yang tergolong 
miskin namun yang mempunyai usaha karena pada umumnya masyarakat 
golongan ini kekurangan dalam hal permodalan. Untuk kredit PNPM Mandiri 
Perdesaan ini tidak ada jaminan berupa sertifikat atau barang berharga lainnya 
yang dapat mempersulit masyarakat dalam mengajukan kredit. Tetapi jaminan 
yang diberikan adalah berupa jaminan tanggung renteng. 
 
B. Deskripsi Permasalahan Penelitian 
Sejalan dengan permasalahan yang peneliti kaji yaitu tentang 
implementasi pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan dalam meningkatkan 
pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah di Kecamatan Plupuh Kabupaten 
Sragen tahun 2008, maka untuk memberikan gambaran mengenai data yang 
berkaitan dengan permasalahan tersebut dapat dilihat dari prosedur pemberian 
kredit PNPM Mandiri Perdesaan dalam meningkatkan pendapatan pedagang 
golongan ekonomi lemah di Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen tahun 2008, 
pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah setelah mendapatkan kredit 
PNPM Mandiri Perdesaan, hambatan atau kendala yang dihadapi dalam proses 
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pemberian/ pengajuan kredit PNPM Mandiri Perdesaan, upaya yang dilakukan 
untuk mengatasi hambatan atau kendala dalam proses pemberian/ pengajuan 
kredit PNPM Mandiri Perdesaan. Mengenai gambaran data tersebut dikemukakan 
sebagai berikut: 
1. Prosedur Pemberian Kredit PNPM Mandiri Perdesaan 
Prosedur pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan 
Plupuh juga melewati tahapan-tahapan seperti prosedur perkreditan pada 
umumnya. Adapun prosedur pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan di 
Kecamatan Plupuh adalah sebagai berikut: 
a. Pembentukan Kelompok 
Kredit PNPM Mandiri Perdesaan ini diberikan kepada masyarakat 
miskin/ pedagang golongan ekonomi lemah bukan secara perorangan tetapi 
secara berkelompok. Pembentukan kelompok sepenuhnya diserahkan kepada 
masyarakat yang menjadi kelompok sasaran yang akan mengajukan kredit. 
Namun biasanya masyarakat yang akan mengajukan kredit PNPM Mandiri 
Perdesaan harus sudah mempunyai kelompok minimal berumur 1 tahun 
misalnya: kelompok pengajian, kelompok arisan, kelompok yasinan, 
kelompok PKK, dll. Jumlah anggota kelompok yang akan mengajukan kredit 
PNPM Mandiri Perdesaan minimal 5 orang dan maksimal tak terbatas. 
Jika kelompok sudah ada, maka langkah selanjutnya memilih pengurus 
minimal 3 orang yaitu ketua, sekretaris, bendahara. Selain punya kelompok 
syarat lain untuk mengajukan kredit ini adalah tiap anggota kelompok harus 
mempunyai usaha produktif dari berbagai sektor, anggota kelompok harus 
perempuan yang sudah jelas keberadaannya dan mantap dari sisi organisasi, 
kelompok memiliki administrasi pembukuan yang sederhana akan tetapi 
memenuhi kaidah pembukuan dan dikerjakan secara tertib dan teratur, 
kelompok memiliki aturan main yang jelas dan dilaksanakan oleh seluruh 
anggota dan pengurus kelompok, pengelolaan kelompok dikelola secara 




b. Pencairan Dana Pinjaman 
Anggota melalui musdes/ rapat kelompok mengajukan secara tertulis 
atau lisan kepada pengurus kelompok (muncul berita acara sebagai lampiran 
proposal). Bila disetujui oleh pengurus kelompok, maka pengurus kelompok 
merekap ajuan anggota, selanjutannya menulis proposal pinjaman kelompok 
disertai dengan persyaratan yang dibutuhkan seperti foto copy KTP calon 
peminjam (suami dan istri) dan pernyataan kesediaan tanggung renteng dan 
pernyataan jaminan unjuk dan disahkan oleh Kepala Desa. Setelah lengkap 
selanjutnya diserahkan kepada pengurus TPK atau langsung ke UPK. TPK 
menerima dan meneliti kebenaran atas dokumen proposal tersebut. Apabila 
dinyatakan sudah lengkap dan benar oleh TPK atau nama sejenis 
menyerahkan proposal tersebut kepada pengurus UPK. UPK meneliti 
kebenaran atas proposal beserta lampirannya, apabila belum lengkap dan 
benar maka berkas-berkas proposal dikembalikan kepada TPK atau kepada 
pengurus kelompok untuk dilengkapi atau dibetulkan. Berkas-berkas proposal 
ajuan pinjaman kelompok oleh pengurus UPK dicatat pada buku khusus untuk 
beserta menjadwalkan kunjungan lapangan untuk melakukan analisa 
permohonan pinjaman (study kelayakan) bersama dengan tim verifikasi yang 
dibentuk. Tim verifikai bersama pengurus UPK melakukan kunjungan 
lapangan (ke kelompok) untuk melakukan analisa pinjaman (study kelayakan). 
Setelah selesai melakukan analisa pinjaman (study kelayakan), selanjutnya 
menganalisa dan merangkum dan atau merekap serta menyusun rekomendasi 
atas hasil kunjungan lapangan dan analisa. Apabila kelompok yang dianalisa 
dinyatakan “layak” maka pengurus UPK menginformasikan kepada kelompok 
berupa paling tidak persetujuan atau ditolak, besar pinjaman, waktu pencairan, 
dan tempat pencairan pinjaman. 
 Dalam pelayanan pinjaman tidak dikenakan biaya sama sekali kecuali 
penggantian materai, penggantian pengetikan/ rental yang besarnya 
disesuaikan/ realistis dan telah disepakati di kelompok. Untuk besarnya 
pinjaman yang diajukan oleh tiap anggota kelompok tidak semua dikabulkan. 
Hal ini dikarenakan kondisi/ jenis usaha, kemampuan kelompok sasaran dalam 
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membayar dan kesepakatan/ musyawarah pengurus UPK setelah dilakukan 
verifikasi terhadap kelompok sasaran. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak 
Tri Sutrisno “besarnya pinjaman yang diajukan pedagang tidak semua 
dikabulkan (sesuai usaha).” Hal ini dipertegas oleh ungkapan Ibu Narti 
“pinjam Rp 1.500.000,00 tapi hanya diberi Rp 1.000.000,00”. Sedangkan 
menurut penuturan Ibu Umi “saya mengajukan Rp 2.000.000,00 juga diberi 
Rp 2.000.000,00”. Untuk menjaga mutu pelayanan maka perlu ada batas 
waktu sejak proposal disampaikan UPK maksimal 2 (dua) minggu atau 14 hari 
kerja, apabila kelompok ”layak” harus sudah direalisasikan pinjamannya. 2 
(dua) minggu setelah proposal pinjaman diterima oleh UPK maksimal 4 
(empat) hari sudah harus divalidasi kebenaran proposal beserta lampiran-
lampirannya. 7 (tujuh) hari setelah proposal divalidasi oleh UPK, tim 
verifikasi bersama dengan UPK harus melakukan kunjungan ke kelompok 
guna melakukan study kelayakan pinjaman. 4 (empat) hari setelah dilakukan 
study kelayakan pinjaman, bila kelompok bersangkutan ”layak” diberi 
pinjaman maka pinjaman harus sudah direalisasikan kepada kelompok. 
Pengurus UPK mempersiapkan berkas-berkas pencairan yang meliputi: 
a. Surat perjanjian pinjaman/ kredit (SPK) minimal rangkap 2 dan bermaterai 
secukupnya. Berkas yang bermaterai yang ditandatangani oleh pengurus 
kelompok disimpan oleh UPK dan satu salinan berkas yang tidak 
bermaterai diserahkan kepada pengurus kelompok. 
b. Kartu pinjaman rangkap 2 beda warna, satu untuk kelompok dan satunya 
lagi disimpan di UPK. 
c. Penandatanganan SPK dilakukan langsung antara UPK (yang mewakili) 
dengan pengurus kelompok, yang diketahui oleh TPK/ KE atau nama lain 
sejenis. 






Guna pencairan kredit/ pinjaman maka pengurus UPK membuat: 
a. Daftar kelompok yang memuat setidak-tidaknya memuat: nama kelompok, 
alamat kelompok, jumlah anggota, jumlah ajuan pinjaman, jumlah 
pinjaman disetujui rangkap 2, selanjutnya ditandatangani oleh pengurus 
UPK dan pengurus BKAD. 
b. Slip pengambilan/ penarikan bank rangkap 2. 
c. Slip pengambilan dan daftar kelompok pada ayat a dan b, setelah 
ditandatangani oleh para pemegang spesimen, 1 copyan ditinggal/ 
diserahkan kepada tokoh masyarakat pemegang spesimen sebagai arsip, 
slip pengambilan uang digunakan untuk menarik uang di bank serta daftar 
kelompok yang sudah ditandatangani secara lengkap disimpan di UPK. 
Untuk lebih jelasnya proses pencairan dana BLM PNPM Mandiri 













      
      Gambar 3. Pencairan Dana BLM 
 
c. Pengembalian (Pembayaran Angsuran) 
Jangka waktu pengembalian angsuran untuk kredit PNPM Mandiri 





Pencairan TPK Kelompok 
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mengajukan kredit dan tanggal pencairan kredit. Ada yang angsurannya 
selesai dalam 10 bulan ada juga yang selesai dalam 12 bulan. Namun dari 
UPK ke kelompok ditentukan maksimal 12 bulan. Setiap bulan sesuai dengan 
tanggal pencairan kredit ketua kelompok mengumpulkan semua uang/ 
angsuran (pokok dan jasanya ditambah jasa untuk operasional TPK bila sudah 
ada kesepakatan di musdes) dari masing-masing anggota lalu diberikan ke 
TPK dan TPK yang akan menyetorkan angsuran tersebut ke UPK. Seperti 
yang diungkapkan oleh Ibu Umi bahwa “tiap bulan anggota setor angsuran ke 
ketua kelompok setelah itu ke TPK dan TPK menyetorkan ke UPK”. Hal ini 
dikarenakan agar lebih efisien dan mudah dalam melakukan koordinasi karena 
yang datang ke kantor UPK hanya satu atau dua orang saja.  
Angsuran yang disetorkan ke UPK selain pokok pinjaman juga 
dikenakan bunga/ jasa 1,5 % untuk dana BLM dan 1,6 % untuk dana 
perguliran. Bunga/ jasa ini nanti pada akhir pelunasan pinjaman akan 
diberikan ke masyarakat desa untuk pelestarian desa. Dana pelestarian tersebut 
diterapkan karena masih mengacu pada tujuan semula yaitu bahwa dana 
pinjaman tersebut bersifat bantuan. Dari hasil penelitian di lapangan, hampir 
semua peminjam merasa tidak keberatan terhadap bunga yang diberikan 
karena nantinya bunga tersebut akan kembali ke masyarakat. Dari hasil 
pengamatan peneliti di lapangan tidak ditemukan kredit macet. Karena jika 
terjadi kredit macet maka akan dikenakan sanksi. Seperti yang diungkapkan 
Bapak Tri Sutrsno bahwa “jika ada kredit macet maka akan dikenakan sanksi 
berupa denda uang dan sanksi program”. Bagi kelompok yang membayar 
dengan tepat waktu dan tepat jumlah (tidak melebihi 0 hari) dari jatuh tempo 
pembayarannya setiap bulannya, maka kelompok akan diberikan insentif 
pembayaran tepat waktu (IPTW) sebesar satu kali jasa pada angsuran terakhir 






2. Pendapatan Pedagang Golongan Ekonomi Lemah Setelah Mendapatkan 
Kredit PNPM Mandiri Perdesaan 
Para pedagang golongan ekonomi lemah banyak yang mengajukan kredit 
di renternir sebelum adanya kredit PNPM Mandiri Perdesaan. Setelah mengetahui 
bahwa ada kredit PNPM Mandiri Perdesaan yang bunga ringannya dan tanpa 
jaminan (jaminan utama hanyalah kepercayaan) maka mereka tertarik untuk 
mengajukan kredit PNPM Mandiri Perdesaan. Namun untuk mengurangi risiko 
tersebut maka jaminan bisa berupa:  
a. Kemantaban kelompok. 
b. Tabungan tanggung renteng yang ditabung di salah satu bank atas nama 
kelompok (spesimen lebih dianjurkan lebih dari 2 orang), buku tabungan 
disimpan di kelompok tapi harus dibawa ke UPK dan menyerahkan 
copyannya tiap bulan bersamaan dengan angsuran. Jumlah angsuran ini 
besarnya minimal 10 % dari jumlah pinjaman yang diterima. 
c. Jaminan unjuk yaitu surat pernyataan dari pengurus kelompok dan anggota 
kelompok, jika terjadi wanprestasi atas pinjaman yang diterima maka 
peminjam (kelompok dan anggota) bersedia menyerahkan harta benda yang 
ada dirumah/ pekarangan yang sudah ada dan atau yang akan diadakan 
dikemudian hari. 
d. Untuk peminjam dalam kondisi tertentu dimungkinkan bisa menggunakan 
jaminan fisik (surat tanah/ sertifikat, BPKB, dan lain-lain). 
Untuk mengetahui modal awal pedagang sebelum dan sesudah 
mendapatkan kredt PNPM Mandiri perdesaan dapat dilihat pada tabel berikut: 















1 Umi Khasanah 3.000.000 5.000.000     66,7 
2 Sukini     500.000 2.500.000 400 
 lxv 
3 Narti  1.000.000 2.000.000 100 
4 Sargiyanti    500.000 2.500.000 400 
5 Wasiman 1.000.000 3.000.000 200 
6 Sri Nurusdiantini 5.000.000 7.000.000   40 
7 Sumi     500.000 1.500.000 200 
8 Tutik  5.000.000 7.000.000   40 
9 Pariyem      20.000.000 22.000.000   10 
 Jumlah     36.500.000 52.500.000 1.456,7 
 Rata-rata     4.055.555,55 5.833.333,33      161,85 
 
Kredit PNPM Mandiri Perdesaan tersebut digunakan oleh pedagang 
untuk menambah modal usaha agar pendapatan mereka dapat meningkat. Namun 
sebelum mendapat kredit PNPM Mandiri Perdesaan pendapatan para pedagang 
tersebut biasa-biasa saja tapi setelah mendapat kredit PNPM Mandiri Perdesaan 
pendapatan mereka rata-rata mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada 
tabel berikut: 


















1 Umi Khasanah 2.400.000 3.000.000 25 
2 Sukini  1.500.000 2.100.000 40 
3 Narti  1.500.000 2.400.000 60 
4 Sargiyanti 1.800.000 2.700.000 50 
5 Wasiman 2.400.000 3.000.000 25 
6 Sri Nurusdiantini    900.000 1.500.000    66,7 
7 Sumi     600.000 1.050.000 75 
8 Tutik  1.500.000 1.800.000 20 
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9 Pariyem  3.000.000 6.000.000 100 
 Jumlah      15.600.000      23.550.000     461,7 
 Rata-rata       1.733.333,33      2.616.666,67       51,3 
 
 
3. Hambatan atau Kendala yang dihadapi dalam Proses Pemberian/ 
Pengajuan Kredit PNPM Mandiri Perdesaan 
Proses pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Plupuh 
yang dilakukan oleh UPK berjalan lancar. Walaupun sedikit mengalami masalah 
dalam proposal misalnya saja ada KTP yang sudah tidak berlaku yang 
dicantumkan dalam proposal dan setelah diadakan verifikasi ke lapangan besarnya 
kredit yang diajukan dalam surat perjanjian tidak sesuai dengan usaha yang 
dijalankan sehingga harus ada perbaikan proposal. Sedangkan dalam proses 
pengajuan kredit yang dilakukan oleh pedagang ada yang berpendapat prosesnya 
cepat tapi ada juga yang mengatakan prosesnya lama. Selain itu ada juga 
pedagang yang merasa kecewa karena jumlah kredit yang cair tidak sesuai dengan 
jumlah pengajuan kredit.  
 
4. Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Proses 
Pemberian/ Pengajuan Kredit PNPM Mandiri Perdesaan 
Pedagang yang merasa bahwa dalam proses pencairan kredit PNPM 
Mandiri Perdesaan lama mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya pasrah 
dan menunggu. Seperti penuturan Ibu Umi “cairnya lama dan yang dilakukan 
hanya sabar”. Sedangkan untuk jumlah kredit yang cair dan tidak sesuai dengan 
jumlah pengajuan pengurus UPK berjanji jika nanti dalam pelunasan tidak ada 
yang terlambat maka untuk pengajuan kredit berikutnya akan diberikan sesuai 
dengan permohonan kredit.   
 
C. Temuan Studi Yang Dihubungkan Dengan Teori 
Berdasarkan permasalahan penelitian yang dikemukakan dimuka, 
temuan studi yang dihubungkan dengan teori yaitu mengenai: 
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1. Prosedur Pemberian Kredit PNPM Mandiri Perdesaan 
Untuk memperoleh kredit, seorang nasabah (debitur) harus melalui 
prosedur perkreditan, begitu juga dengan kreditur harus melalui prosedur-prosedur 
tertentu untuk dapat memberikan kredit. Menurut Thomas Suyatno et al (2003: 
69) menyatakan bahwa “prosedur perkreditan meliputi tahap-tahap yaitu 
permohonan kredit, penyelidikan dan analisis kredit, penolakan atas permohanan 
kredit, persetujuan kredit, pencairan fasilitas kredit, dan pelunasan kredit”. 
Adapun tahapan dalam prosedur pemberian kredit PNPM Mandiri 
Perdesaan di Kecamatan Plupuh adalah sebagai berikut: 
a. Pembentukan Kelompok 
Pembentukan kelompok dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat 
yang telah ditentukan. Pembentukan kelompok sepenuhnya diserahkan kepada 
masyarakat yang menjadi kelompok sasaran yang akan mengajukan kredit. 
Jumlah anggota kelompok yang akan mengajukan kredit PNPM Mandiri 
Perdesaan minimal 5 orang dan maksimal tak terbatas. Jika kelompok sudah 
ada, maka langkah selanjutnya memilih pengurus minimal 3 orang yaitu ketua, 
sekretaris, bendahara. Selain punya kelompok syarat lain untuk mengajukan 
kredit ini adalah tiap anggota kelompok harus mempunyai usaha produktif 
dari berbagai sektor, anggota kelompok harus perempuan yang sudah jelas 
keberadaannya dan mantap dari sisi organisasi, kelompok memiliki 
administrasi pembukuan yang sederhana akan tetapi memenuhi kaidah 
pembukuan dan dikerjakan secara tertib dan teratur, kelompok memiliki 
aturan main yang jelas dan dilaksanakan oleh seluruh anggota dan pengurus 
kelompok, pengelolaan kelompok dikelola secara terbuka, anggota kelompok 
berasal dari desa yang bersangkutan. 
 
b. Pencairan Dana Pinjaman 
Anggota melalui musdes/ rapat kelompok mengajukan secara tertulis 
atau lisan kepada pengurus kelompok (muncul berita acara sebagai lampiran 
proposal). Bila disetujui oleh pengurus kelompok, maka pengurus kelompok 
merekap ajuan anggota, selanjutannya menulis proposal pinjaman kelompok 
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disertai dengan persyaratan yang dibutuhkan seperti foto copy KTP calon 
peminjam (suami dan istri) dan pernyataan kesediaan tanggung renteng dan 
pernyataan jaminan unjuk dan disahkan oleh Kepala Desa. Setelah lengkap 
selanjutnya diserahkan kepada pengurus TPK atau langsung ke UPK. TPK 
menerima dan meneliti kebenaran atas dokumen proposal tersebut. Apabila 
dinyatakan sudah lengkap dan benar oleh TPK atau nama sejenis 
menyerahkan proposal tersebut kepada pengurus UPK. UPK meneliti 
kebenaran atas proposal beserta lampirannya, apabila belum lengkap dan 
benar maka berkas-berkas proposal dikembalikan kepada TPK atau kepada 
pengurus kelompok untuk dilengkapi atau dibetulkan. Berkas-berkas proposal 
ajuan pinjaman kelompok oleh pengurus UPK dicatat pada buku khusus untuk 
beserta menjadwalkan kunjungan lapangan untuk melakukan analisa 
permohonan pinjaman (study kelayakan) bersama dengan tim verifikasi yang 
dibentuk. Tim verifikai bersama pengurus UPK melakukan kunjungan 
lapangan (ke kelompok) untuk melakukan analisa pinjaman (study kelayakan). 
Setelah selesai melakukan analisa pinjaman (study kelayakan), selanjutnya 
menganalisa dan merangkum dan atau merekap serta menyusun rekomendasi 
atas hasil kunjungan lapangan dan analisa. Apabila kelompok yang dianalisa 
dinyatakan “layak” maka pengurus UPK menginformasikan kepada kelompok 
berupa paling tidak persetujuan atau ditolak, besar pinjaman, waktu pencairan, 
dan tempat pencairan pinjaman. Untuk menjaga mutu pelayanan maka perlu 
ada batas waktu sejak proposal disampaikan UPK maksimal 2 (dua) minggu 
atau 14 hari kerja, apabila kelompok ”layak” harus sudah direalisasikan 
pinjamannya. 2 (dua) minggu setelah proposal pinjaman diterima oleh UPK 
maksimal 4 (empat) hari sudah harus divalidasi kebenaran proposal beserta 
lampiran-lampirannya. 7 (tujuh) hari setelah proposal divalidasi oleh UPK, 
tim verifikasi bersama dengan UPK harus melakukan kunjungan ke kelompok 
guna melakukan study kelayakan pinjaman. 4 (empat) hari setelah dilakukan 
study kelayakan pinjaman, bila kelompok bersangkutan ”layak” diberi 
pinjaman maka pinjaman harus sudah direalisasikan kepada kelompok. 
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c. Pengembalian (Pembayaran Angsuran) 
Jangka waktu pengembalian angsuran untuk kredit PNPM Mandiri 
Perdesaan berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan perjanjian awal saat 
mengajukan kredit dan tanggal pencairan kredit. Ada yang angsurannya 
selesai dalam 10 bulan ada juga yang selesai dalam 12 bulan. Namun dari 
UPK ke kelompok ditentukan maksimal 12 bulan. Setiap bulan sesuai dengan 
tanggal pencairan kredit ketua kelompok mengumpulkan semua uang/ 
angsuran (pokok dan jasanya ditambah jasa untuk operasional TPK bila sudah 
ada kesepakatan di musdes) dari masing-masing anggota lalu diberikan ke 
TPK dan TPK yang akan menyetorkan angsuran tersebut ke UPK. Angsuran 
yang disetorkan ke UPK selain pokok pinjaman juga dikenakan bunga/ jasa 
1,5 % untuk dana BLM dan 1,6 % untuk dana perguliran. Bunga/ jasa ini nanti 
pada akhir pelunasan pinjaman akan diberikan ke masyarakat desa untuk 
pelestarian desa. 
 
2. Pendapatan Pedagang Golongan Ekonomi Lemah Setelah Mendapatkan  
Kredit PNPM Mandiri Perdesaan 
Kredit PNPM Mandiri Perdesaan ini merupakan upaya untuk 
mempercepat penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan 
peningkatan pendapatan. Dengan kata lain pemberian kredit ini bagi pedagang 
golongan ekonomi lemah sebagai upaya pengembangan usaha yang diharapkan 
akan dapat meningkatkan pendapatan mereka. Berdasarkan pengamatan lapangan 
yang peneliti lakukan di Kecamatan Plupuh rata-rata pendapatan mereka rendah. 
Dengan pendapatan yang rendah maka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-
hari juga mengalami kesulitan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin 
sulit dan meningkat, maka mereka harus menambah modal usaha mereka agar 
pendapatannya juga bertambah dan kebutuhan hiduppun bisa terpenuhi dengan 
layak. Bantuan kredit PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Plupuh sangat 
membantu para pedagang golongan ekonomi lemah dalam meningkatkan 
usahanya yang berdampak pada peningkatan pendapatan. Pendapatan para 
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pedagang mengalami peningkatan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut 
disebabkan oleh kondisi, keadaan dan kebutuhan pedagang itu sendiri. 
 
3. Hambatan atau Kendala yang dihadapi dalam Proses Pemberian/  
Pengajuan Kredit PNPM Mandiri Perdesaan 
Proses pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Plupuh 
yang dilakukan oleh UPK berjalan lancar. Walaupun sedikit mengalami masalah 
dalam proposal misalnya saja ada KTP yang sudah tidak berlaku yang 
dicantumkan dalam proposal dan setelah diadakan verifikasi ke lapangan besarnya 
kredit yang diajukan dalam surat perjanjian tidak sesuai dengan usaha yang 
dijalankan sehingga harus ada perbaikan proposal. Sedangkan dalam proses 
pengajuan kredit yang dilakukan oleh pedagang ada yang berpendapat prosesnya 
cepat tapi ada juga yang mengatakan lama. Selain itu ada juga pedagang yang 
merasa kecewa karena jumlah kredit yang cair tidak sesuai dengan jumlah 
pengajuan kredit.  
 
4. Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Proses 
Pemberian/ Pengajuan Kredit PNPM Mandiri Perdesaan 
Upaya yang dilakukan pedagang golongan ekonomi lemah dalam 
menghadapi proses pencairan kredit PNPM Mandiri Perdesaan lama yaitu mereka 
tidak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya pasrah dan menunggu. Sedangkan untuk 
jumlah kredit yang cair dan tidak sesuai dengan jumlah pengajuan, pengurus UPK 
berjanji jika nanti dalam pelunasan tidak ada yang terlambat maka untuk 









SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
A.  Simpulan  
Salah satu program yang mendapat prioritas dari pemerintah adalah 
PNPM Mandiri Perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu 
program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya 
mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di 
wilayah perdesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya 
peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di 
perdesaan. Kecamatan Plupuh termasuk salah satu wilayah di Kabupaten Sragen 
yang juga menerima bantuan dari program ini. PNPM Mandiri Perdesaan yang 
dikelola oleh UPK ini memberikan bantuan kredit kepada masyarakat miskin 
(khusus kelompok perempuan) yang memiliki usaha produktif.  
Pelaksanaan pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan 
Plupuh telah menunjukkan perkembangan yang cukup berarti walaupun baru 
berjalan tahun 2008 lalu. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembangunan 
gedung sekolah TK dari dana PNPM Mandiri Perdesaan. Dari pelaksanaan 
implementasi pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan dalam meningkatkan 
pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah di Kecamatan Plupuh dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Prosedur pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan, meliputi: 
a. Pembentukan Kelompok 
Pembentukan kelompok dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat yang 
telah ditentukan. Pembentukan kelompok sepenuhnya diserahkan kepada 
masyarakat yang menjadi kelompok sasaran yang akan mengajukan kredit. 
Jumlah anggota kelompok yang akan mengajukan kredit PNPM Mandiri 
Perdesaan minimal 5 orang dan maksimal tak terbatas. Jika kelompok 
sudah ada, maka langkah selanjutnya memilih pengurus minimal 3 orang 
yaitu ketua, sekretaris, bendahara. Selain punya kelompok syarat lain 
untuk mengajukan kredit ini adalah tiap anggota kelompok harus 
55 
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mempunyai usaha produktif dari berbagai sektor, anggota kelompok harus 
perempuan yang sudah jelas keberadaannya dan mantap dari sisi 
organisasi, kelompok memiliki administrasi pembukuan yang sederhana 
akan tetapi memenuhi kaidah pembukuan dan dikerjakan secara tertib dan 
teratur, kelompok memiliki aturan main yang jelas dan dilaksanakan oleh 
seluruh anggota dan pengurus kelompok, pengelolaan kelompok dikelola 
secara terbuka, anggota kelompok berasal dari desa yang bersangkutan. 
 
b. Pencairan Dana Pinjaman 
Anggota melalui musdes/ rapat kelompok mengajukan secara tertulis atau 
lisan kepada pengurus kelompok (muncul berita acara sebagai lampiran 
proposal). Bila disetujui oleh pengurus kelompok, maka pengurus 
kelompok merekap ajuan anggota, selanjutannya menulis proposal 
pinjaman kelompok disertai dengan persyaratan yang dibutuhkan seperti 
foto copy KTP calon peminjam (suami dan istri) dan pernyataan kesediaan 
tanggung renteng dan pernyataan jaminan unjuk dan disahkan oleh Kepala 
Desa. Setelah lengkap selanjutnya diserahkan kepada pengurus TPK atau 
langsung ke UPK. TPK menerima dan meneliti kebenaran atas dokumen 
proposal tersebut. Apabila dinyatakan sudah lengkap dan benar oleh TPK 
atau nama sejenis menyerahkan proposal tersebut kepada pengurus UPK. 
UPK meneliti kebenaran atas proposal beserta lampirannya, apabila belum 
lengkap dan benar maka berkas-berkas proposal dikembalikan kepada 
TPK atau kepada pengurus kelompok untuk dilengkapi atau dibetulkan. 
Berkas-berkas proposal ajuan pinjaman kelompok oleh pengurus UPK 
dicatat pada buku khusus untuk beserta menjadwalkan kunjungan 
lapangan untuk melakukan analisa permohonan pinjaman (study 
kelayakan) bersama dengan tim verifikasi yang dibentuk. Tim verifikai 
bersama pengurus UPK melakukan kunjungan lapangan (ke kelompok) 
untuk melakukan analisa pinjaman (study kelayakan). Setelah selesai 
melakukan analisa pinjaman (study kelayakan), selanjutnya menganalisa 
dan merangkum dan atau merekap serta menyusun rekomendasi atas hasil 
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kunjungan lapangan dan analisa. Apabila kelompok yang dianalisa 
dinyatakan “layak” maka pengurus UPK menginformasikan kepada 
kelompok berupa paling tidak persetujuan atau ditolak, besar pinjaman, 
waktu pencairan, dan tempat pencairan pinjaman. Untuk menjaga mutu 
pelayanan maka perlu ada batas waktu sejak proposal disampaikan UPK 
maksimal 2 (dua) minggu atau 14 hari kerja, apabila kelompok ”layak” 
harus sudah direalisasikan pinjamannya. 2 (dua) minggu setelah proposal 
pinjaman diterima oleh UPK maksimal 4 (empat) hari sudah harus 
divalidasi kebenaran proposal beserta lampiran-lampirannya. 7 (tujuh) hari 
setelah proposal divalidasi oleh UPK, tim verifikasi bersama dengan UPK 
harus melakukan kunjungan ke kelompok guna melakukan study 
kelayakan pinjaman. 4 (empat) hari setelah dilakukan study kelayakan 
pinjaman, bila kelompok bersangkutan ”layak” diberi pinjaman maka 
pinjaman harus sudah direalisasikan kepada kelompok. 
 
c. Pengembalian (Pembayaran Angsuran)  
Jangka waktu pengembalian angsuran untuk kredit PNPM Mandiri 
Perdesaan berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan perjanjian awal saat 
mengajukan kredit dan tanggal pencairan kredit. Ada yang angsurannya 
selesai dalam 10 bulan ada juga yang selesai dalam 12 bulan. Namun dari 
UPK ke kelompok ditentukan maksimal 12 bulan. Setiap bulan sesuai 
dengan tanggal pencairan kredit ketua kelompok mengumpulkan semua 
uang/ angsuran (pokok dan jasanya ditambah jasa untuk operasional TPK 
bila sudah ada kesepakatan di musdes) dari masing-masing anggota lalu 
diberikan ke TPK dan TPK yang akan menyetorkan angsuran tersebut ke 
UPK. Angsuran yang disetorkan ke UPK selain pokok pinjaman juga 
dikenakan bunga/ jasa 1,5 % untuk dana BLM dan 1,6 % untuk dana 
perguliran. Bunga/ jasa ini nanti pada akhir pelunasan pinjaman akan 
diberikan ke masyarakat desa untuk pelestarian desa. 
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2. Pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah setelah mendapat kredit 
PNPM Mandiri Perdesaan yaitu adanya kredit PNPM Mandiri Perdesaan ini 
merupakan upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, 
perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Dengan kata lain 
pemberian kredit ini bagi pedagang golongan ekonomi lemah sebagai upaya 
pengembangan usaha yang diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan 
mereka. Berdasarkan pengamatan lapangan yang peneliti lakukan di 
Kecamatan Plupuh rata-rata pendapatan mereka rendah. Dengan pendapatan 
yang rendah maka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga 
mengalami kesulitan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin sulit 
dan meningkat, maka mereka harus menambah modal usaha mereka agar 
pendapatannya juga bertambah dan kebutuhan hiduppun bisa terpenuhi 
dengan layak. Bantuan kredit PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan 
Plupuh sangat membantu para pedagang golongan ekonomi lemah dalam 
meningkatkan usahanya yang berdampak pada peningkatan pendapatan. 
Pendapatan para pedagang mengalami peningkatan yang berbeda-beda. 
Perbedaan tersebut disebabkan oleh kondisi, keadaan dan kebutuhan 
pedagang itu sendiri. 
 
3. Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam proses pemberian/ pengajuan 
kredit PNPM Mandiri Perdesaan yaitu proses pemberian kredit PNPM 
Mandiri Perdesaan di Kecamatan Plupuh yang dilakukan oleh UPK berjalan 
lancar. Walaupun sedikit mengalami masalah dalam proposal misalnya saja 
ada KTP yang sudah tidak berlaku yang dicantumkan dalam proposal dan 
setelah diadakan verifikasi ke lapangan besarnya kredit yang diajukan dalam 
surat perjanjian tidak sesuai dengan usaha yang dijalankan sehingga harus 
ada perbaikan proposal. Sedangkan dalam proses pengajuan kredit yang 
dilakukan oleh pedagang ada yang berpendapat prosesnya cepat tapi ada juga 
yang mengatakan lama. Selain itu ada juga pedagang yang merasa kecewa 
karena jumlah kredit yang cair tidak sesuai dengan jumlah pengajuan kredit.  
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4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu para 
pedagang golongan ekonomi lemah yang merasa bahwa dalam proses 
pencairan kredit PNPM Mandiri Perdesaan lama mereka tidak bisa berbuat 
apa-apa, mereka hanya pasrah dan menunggu. Sedangkan untuk jumlah 
kredit yang cair dan tidak sesuai dengan jumlah pengajuan, pengurus UPK 
berjanji jika nanti dalam pelunasan tidak ada yang terlambat maka untuk 
pengajuan kredit berikutnya akan diberikan sesuai dengan permohonan 
kredit. 
 
B.  Implikasi 
Bertitik tolak dari kesimpulan dalam penelitian, maka dapat dikaji suatu 
implikasi teoritis dan praktis sebagai berikut: 
1. Implikasi Teoritis 
a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kredit dapat meningkatkan 
pemerataan pendapatan. Pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan dapat 
membantu pedagang golongan ekonomi lemah untuk mengembangkan 
usahanya dan meningkatkan pendapatannya yang diharapkan juga dapat 
meningkatkan kesejahteraan mereka. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan dan sebagai sarana memperdalam mata kuliah Manajemen 
Perbankan. 
 
2. Implikasi Praktis 
a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi 
pengurus UPK di Kecamatan Plupuh dalam menentukan kebijakan-kebijakan 
yang menyangkut tentang pelaksanaan pemberian kredit PNPM Mandiri 
Perdesaan. 
b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian ilmiah lain dalam 




C.  Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan implikasi, maka dapat dikemukakan 
saran sebagai berikut: 
a. Hendaknya pengurus UPK lebih jelas dalam menyampaikan informasi tentang 
PNPM Mandiri Perdesaan kepada pedagang golongan ekonomi lemah. 
b. Hendaknya pengurus UPK memiliki data dasar mengenai pendapatan pedagang 
golongan ekonomi lemah sebelum dan sesudah mendapatkan kredit PNPM 
Mandiri Perdesaan. 
c. Hendaknya pengurus UPK memiliki data dasar mengenai nama-nama orang 
yang mengajukan kredit PNPM Mandiri Perdesaan. 
d. Karena tidak ada jaminan dalam proses pengajuan kredit ini, hendaknya 
pedagang golongan ekonomi lemah yang merasa proses pencairan kreditnya 
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